
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERPASARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, penataan dan pembinaan 
pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibutuhkan pengaturan 
perpasaran yang lebih terintegrasi, setara dan berkeadilan dalam 
upaya menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama 
yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap 
memperhatikan keberpihakan kepada koperasi, serta usaha mikro, 
kecil dan menengah; 

b. bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan 
perkulakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Perpasaran Swasta, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan 
perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan saat ini, 
sehingga perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perpasaran; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3821); 
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Vsaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagan.gan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4742); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5404); 

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan 
Inkubator Wirausaha; 
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17. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian 
dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/ M-DAG/ PER/9/2009 
tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Baha.n Berbahaya; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68 / M-DA0/ PER/ 10 / 2012 
tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/ 12/2013 
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 
56/M-DAG/PER/9/2014; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/ M-DAG/ PER/ 3/ 2016 
tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang; 

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 
tentang Standardisasi Bidang Perdagangan; 

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/ PER/ 5/ 2017 
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Perdagangan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Izin Gangguan Di Daerah; 

27. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 
HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel 
Pangan Yang Baik; 

28. Peraturan,Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik di 
Pasar Tradisional; 

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 



30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2010 Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2013 Nomor 401); 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail 
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERPASARAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan 
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
melakukan transaksi Perdagangan. 

7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 
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8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan 
maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, 
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku 
Usaha. 

9. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau 
tidak langsung kepada konsumen. 

10. Pusat Distribusi Daerah adalah pusat distribusi yang berfungsi 
sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan 
pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi 
daerah yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah 
konsumen, bersifat kolektor dan distributor. 

11. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, pusat 
perbelanjaan, toko swalayan, gudang, pekulakan, pasar lelang 
komoditas, pasar berjangka komoditif, atau sarana perdagangan 
lainnya. 

12. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan 
swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda 
yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 
masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil 
dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 
men awar. 

13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dani 
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal 
maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku 
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 
perdagangan barang. 

14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk: 
minimarket, supermarket, department store, hypermarket atau 
grosir yang berbentuk perkulakan. 

15. Perkulakan adalah grosir yang berbentuk toko dengan sistem 
pelayanan mandiri. 

16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

17. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia 
dalam masyarakat baik bagi kepentingan din i sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 

18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok 
barang kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 
Swalayan dengan tujuan untuk dijual kernbali melalui kerjasama 
usaha. 


